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Pasal 10 ayal (6) Undang IMdnng Dasar N- par,i HepuM* Indonesia Tahnr.

Undang-Unciaiiq Nomor 8 Tahun >981 tenUir. j HihMiru AcnM PirS>m,»

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 N i w i r 76. Tambuh.i"
Lembaran Negara Republik Indonesia 32091
Undang-Undancj Nomor 23 Tahur 2002 leniang Hangonan Gedimg
iLernoaran Negara Republic Indonesia Tahun 2002 Mnmor > 34, Tamb?*Mn

Lembaran Negara Republik Indonesia Nompi 4 247 )

Undang-Urdang Nomor 36 Tahun 2003 lentang Pembeniukrm Kabupalon
Samosii dan Kabupaten Sertiang Bedagai di Provins* Sumaiera Ui.va
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor iSi. Tambab.m
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346),
Undanq-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (entang Pemenniahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo« 12S. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebaga mane telan
Oiubah beberapa kali lerakhif dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun
2008 leniang Perubahan Kedua alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 ientang Pemeriniahan Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia
Tahun 2008 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 lemang Penmbangan Keuangan
antara Pemenntah Pusat dan Pemerinlahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44 38)
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 lenlang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro. Kecil dan
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366),
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Undang-Undang Nomor 38 Ta’iun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44-*,4 /
Undang-Undang Nomor ^ 3 Tahun 2006 lenlann Admrntstr.IM
KEPENDUDUKAN (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 200G
Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Reputlik Indonesia Nomor
4674).
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tenlang Penangulangai Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tunun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Rcpjblik Indonesia Nomor 4723);
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tenlang Pengelolaan Sampan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6S. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 tenlang Lalu Lmlas Ian Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik lndnnes'3 Tahun 2009 Nomor 96.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).
Undang-Undang Nomor 28 Tihun 2009 Tenlang Pnjak Daerah dan
Retnbusi Daerah (Lembaran Negara Reaublik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049).
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlmoungan dan
Pqngeloiaan Lmgkunr an H>dup (Lemba’un Negara Republik Indonesia
lahun 2009 Nomor 104 Tambahar. lembaran [Negara Republik
Indonesia Nomor 5059).
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 lentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan
Lembaran Negaui Republik Indonesia Nomor 5063).
Undanq-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tenlang R mah Sakil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tatnn 2009 Nomor 153. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembeniukan Peraiuran
Perundung-undangan fl.emliacan Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234 )

Peraiuran Pemennlah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggara
Teiekomumkasi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 107 . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
39e0).
Peraiuran Pemennlah Nornor 58 Tahun 2005 lentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578)

Peraturan Pemermtah Nomor 38 Tahun 2007 lentang Pembagian Urusan
Pemeuniahan antara Pemennlah. Pemermtahan Daerah Provinsi dan
Pemenriahan Daerah Kabnpaten/Kola (Lembaran Negara Pepublik
Indonesia Tahun 2007 Nomor R ?, Tpmoahan Lembaran Negaia Republik
lndnne$*a Nnmnr 4737)

Peraiuran Pemermtah Nomor 69 Tahun 2010 lentang Tala Cara
Pemberian dan Pemantaaian Insentit Pemungutan Pajak Daerah dun
Retnbusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161).
Peraiuran Presiden Ngmo? 25 Tahun 2Q08 tenlang Persyniatan dan Tala
Cata Pendaftaran Pcnduouk dan Pencatalan Sipil
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BAB l
KETL'NTUAN UMlJM

Pasal 1

Dalam Poraicran Dt-Urteh ini y îny iliinaksud dMificti '
1 Daerah Ofuncm yany selanjulnya disebul riaecah .nJaiah kesatuan

masyarak.M rukum yang mompunyar balas baias wdayah yono berwenano
mengalu' dan mengurus urusan pemenniahan dan kepennngrm masyamk.it
seiempat menjrut prakarsa senchri Derd3sarkan a$p»rasi masyarakal dainm
S'Stem Negara Kesaluon Republik Indonesia

2 Pemenniab Pusal. y ao^ seianjutnya disebul PemennU-w - adalah Presideii
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemennfahan negara
Repuolik Indonesia sebaga«mana dimaksud dakirr ’Jndang-Undang Das**
Negara Republik Indonesia Tahun 194 S

3 Pemenniahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemenniahan oinn
pemermtah daerah dan Dewan Pewakilan Rakyai Dt»vah menurul as.is
otonomi dan lugas pembantwan dengan pnnsip olonorm seiuasduasnvi
daiam sistem dan pnns«p Negara Kesaluan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud daiam Undang-Undang Dasrv Negara Repub'i1

'
Indonesia Tahun 1^45

4 Pemenniah Oaerah adalah Bupah dan Perangkal Daerah sebagai unsuf

Pt nyelenggara Pemenniahan Daerah
5 Dowan Perwakilan RaWyai Daerah. yang selanjuiny* dismgkat DPRD

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaien Samos<r sebaya'
unsur penyeienggara Pemerniahan Daerah

6 Bopak adalah Bupak Samosir
7 Kepala Dinas adalah Kepala Saluan Kerja Perangkal Daerah Ksbupaton

Samosir mempunya« kewenangan di bidang ReUibusi Penzman Terteniu
8 Oinas adalah Saluan Kerja Perangkal Daerah Kabupaien Samosir

mempunyai kewenangan di bidang Reinbusi Penzman 7 erteniu
0 Kepala Dinas adalah Kepala Dmas Perhubuogjn Komumkasi dan

Informalika Kabupaien Samosir
10 Peraipran Daerah adalah peraiuran perundang-undangan yang drbenruk

oleh DPRD Kabupaien Samosir dengan perselujuan Oersama kepala

daerah
11 Peraiuran Bupak aoalah Peraiuran Bupah Samosir
12 Retnbusi Daerah. yang setanjutnya disebul Reinbusi adalah Punguian

Daerah sebagai pembayaran alas jasa alau pemberian izm tertentu yang
khusus disediakan dan/aiau diberikan oleh pemenniah daerah unit*
kcpenkngan orang pnbadi alau badan

13 Penzman Terteniu adalah kegiaian icrteniu pemenniah daerah daiam
rangka pembeoan izin kepada orang pribadi alau badan yang dimaksudkan
unluk oembmaan pengaiuran pengendaiign dan pengawasan alas

kegiaian. pemanfaalan ruang. seria penqgunaan somber daya alam
barang prasaram. sarana alau fasihlas lerteniu guna melindunrji

kepennnran umum dan menjaga kel -̂ siafian lingkungan
14 Re'.ribusi Penzinan Terteniu adalah ppiayanan perrzman lerteniu oleh

Pemerintah Daerah kepada orang nribadt oiau badan yang dimakstidi- an
unluk penyaluran dan pengawasan alas kegiaian pemanfaaiao ruang
oenggunaan surnber daya aiam ’ »eirang iiuiscjr& na s?ii?in."i alau losiMrii
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ledeniu guna metmdungi kepentmgao urnum can menfaga keleslanan
Imqkungan

15 Retnbusi fzin Mendmkan Bangunan adalan pembenan 12m untuk

mendmkan/marubah suafu bangunan
lb Relnbusi izin Tempal Penjualan Mmuman Beralkohol adaiah pemberian 12m

untuk melakukan penpjalan minumnn bgjofkohoi d« suatu tempal tedentu
17 Relnpust Izm Gangguan adaiah pembayaran alas pembenan izm gangguan

kepada orang pobadt alau badan cMokasi teneniu yang meliputi kegiatan

pengendal/an dan pengawasan supny -i usaha tersebul tiJak menimbutkan
bahaya kerugiar dan gangguan l<duk termasuk tempat usaha yang
lokasinya teiah rfitunjuk oleh penenntah pusat atau pcmennfah daerah

13 Rembusi IZJH Usaha Penk3nar , adaiah pembayaran atas pemberian Izm
Usaha Penkanan yang dibcnkan kcpaoa orang pndadi atuu badan untuk
meiakukan kegiatan usaha penangkppan dan.'alau budKJay * penkanan di

lokasi ledeniu
1 u izm Usaha Penkanan adaiah izm yang diberikcn kepada crang or.bad' alau

badan untuk meJakukan kegiatan usaha penangkapan dan/atau budidaya
penkanan d< lokas« tenentu

) Bangunan Keagamaan adaiah bang.man y,.mn Oigunakan unruk kegiatan
keagamaan yang melipuii rnesjKi gereja our< « vitnra dan kgfenieng

2 1 Bangunan Usaha adaiah bangunan yang digunc t an untuk perkantoran

perdagangan, penndustnan pfihotctar. wisaia can rekreasi terminal dan

penyinipanan/gudang
22 Bangunan Sosial dan Budaya adaiah bangunan yang digimakan untuk

kegiatan pendidikan kebudayaan ppiciyanan kesehatan laboralonum dan
pelay3nan umum

23 Bangunan khusus adaiah bpngunan yang digunakan untuk reaktor nukhr

mstalasi perlahanan dan keamanan dun bangvjnan sajems vang diputuskan

oleh menten
..4 Bangunan wale! auaiah bagian bangunan vang mendapat izm dan yang

berwenang terdaftar penggunaannya sebagai lempat penangkaran walel
yang ferdm dari saiu lantai alau iebib yang pemanfnatannya mempunyai niî n

ekonomi
25 Bangunan mdustrc adaiah bangunan yang komponpn konstruksinya terdm

poncasi beion bedulang. tong baja atau tiang bnrtulang dan rangka atap

oaia. tembok batu atau binding seng/ plat baja
j Permanen lux: adaiah bangunan yang kpmponen konstruksinya terdm dan

pondasi beion bertuiang bang haja atau bang betc.n bertuiang dan rangka
atap baja/kayu serin alar gcnieng dan xejenisn^ 3 dmdmg tembok batu
rinapisi kerarnik atau knca b* daniai ker«nm»k/granit/batu marrref d^ngan
kuainas nomor saiu

27 Permanen adalan bangunan yang kpinponen konstruksinya terdm clan
pmdasi beion bertulang/he'on cor ii?ng beion benuimg, dmding batu balii

atap seng bergelombang sorta lanin* cor
28 Semi permanen adaiah bangunan yang kcmponen konstruksinya lerdm dari

pondas' heron cor dmdmg seporuh batu separuh papan atau papan
seluruhnya. atap seng bergcior -.bang. serta Ipniai cor

29 Mendinkan banqu-nan adaiah pekerinan rnengadakan bangunan seluruhnya

atnv» sebagian termasuk pekerjam mengrjah, memmbun atau meralakan



lanal. yang berhubungan dengan pekerjaan mengtutokan bangunan
memoerbaiki/fenovasi ban menambah bangunan

30 Memperbaiki/renovasi adalah pekerjaan bangunan yang lefah berd">

oengan iidak menambah luas alau merubab denah alau merubah lungs *
bangunan Jama tetapi meruoan rnaien dasar D(AU beniuk bangunan lama
alau menambah linggi bangunan

31 Menambrh bangur an ndaiah menamoah luas ban aia\i kehnggian suahi
bangunan yang aoa

32 Pemeliharaan bangunan adaiah pekerjaan perawalnn korujisi hsik bangunan
dengan tiduk menambah luas atau merubah donah ai;>u merubah kingsi

bangunan alau merubah materi dasar atau merubah benixik atau menambah
tjnggi bangunan

33 iViembcngkar ba igunan adaiah membongkar bangunan yang sudah ada
34 Keterangan Situasi Dancun.- in (KSB) adalah kcierangaei rencaoo laia leink

bangunan di dalam sualu oers4 deiS'lUla ruang dan rencaoa lekmk ruang
36 Sempadan bangumn adalah bangunan fuang yang membniasi bagiau peisii

tanah ya.ig boleh dan tidak boleh pibangun lerdm dan sempadan rnuka

bangunan. sempadan samping bangunan dan sempadan beiakang
bangunan

36 Basement adalah aianc;an yang borada di bawah pf*iTTiuknuri innah
37 Kelmggian bangunan adalah batas rnaksmuim tmggi sualu bangunan rl.in

pormukaan lanah
38 Penyekut ruanyan adalah dmding p«m»sah 3ni;nn - MHU mangar* dengan

ruangan lainnyg
39 Minurnan beralkohol adaiah rnmuman vary rnengAMdiimi ethanol rung

diproses da/i bahan hasil pertaman y^ny mcnganauny karbohickat den,inn

cara feunentasi lanpa deshtasi bans dongan cuca mumi^nkan peiiakuan

lerlebih dahi lu alau tidak. menambah bahan lam atau tidak maupun yang
diproses dengan mentampur kon-.enUal dengan ethanol «tau dengpn
pengeceran minuman mengandung ethanol

40 Minumgn beralkohol golongan A adalah mmuman beralkohol dengan kaclpr

ethanol »% (satu persen) sampai dengan 5% (lima person)

41 Minurnan beralkohol gotongan B adalah mmurnan beralkohol dengan kAdar
ethanol 5% (lima persen) san.par dengjn 20 % (dud p^uh persen)

42 Minurnan beralkohol golongan C adalah minurnan beralkohoi dengan kadai
ethanol 20% (dua puiuh persent sampai dengan 66% (lima puiuh iu»v
persen)

43 Tcrnpot ponjualan mmuman beralkol’ol adalah tempa» yang rr )f:r>)u2 i

mmumbo beralkohol dalam ketnasan secara eceran di loko/grosir. pasnr
swolayan ^tau lempat tamnya dan/atau d'minwm ‘angsung di lempat

44 Ganggunn adalah segala perbuatar. dan/alau kondisi yang
numyenangkan aiau mengganggu ketehatan Veselamatan, kelentraman
dan/atau keseiahteraan terhadap kepenlmy^n umum secore lerus-menerus

4 5 Izm Gangguan yang selanjutnya d»seb. j» izm ndalah pembonan izm tempoi

usoh^keg»oian orang prihad« alau hadan dilckasi lenentu yang dapai

memfnbulkan baliaya. kerugian dan qnngguan tidak lormasuk tempai

osaha/kegiatan yang telah ditentuknn oleh Pemermlah Pusat atau
Pemerinlah Daerah

4G izm Gnngguan Indusui adalah Izin atas kegiatan ekonomi yang mengoiah
bar>an rngntah, bahan baku barang setengah jadi atau barang jadi yanu
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Tienjadi baring dengan mfai yang leb«h tmggi untuk penggunaannya
lermasuk kegiatan ranoangan bangun aan perekayaan mdustn
Izin Gangguan Non indusin adaiah li»n alas kegiatan juai beii barang atau

|3$a yang dilakukan secara terns nenems dengan lujuan pengalihan hak
alas Parang atau jasa dengan mserlat imbalan a’ai, kompensasi ler *nasuk
penyimpanan bararsyperguoangan

«8 Pejabai PeneiD'i Izm adaiah Kepaia SKPU yang ‘ugas dan langoung
lawabnya di bidang Pelayanan pen/»n.in atau pejabal lam yang ditetapkan

berdasarkan Peraiuran Buooti
'Jr* Badan adaiah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesaluan

baik yang meiakukan usaha rnaupur yang ridak meiakukan usaha
Perseroan Terbalas. Perseroon Komanditer Perseman lamnrya. Badan
Usaha MJIJK Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun
F irma Kongsi Koperasi D^na Pensiun . Persekuluan Perkurrvjuian

Yayasan. Ogamsasi Massa. Chnanisasi Sosml Pohtik alau Orcamsasi yang
sejems Lembaga Bentuk Usaha Telap. seda bentuk usaha lamnya

30 Peiabai adaiah Pegawa1 yang diben lugas fcrtentu dibidang Reinbusi
daerah sesum dengan Pemluran Perkindarvj'untlar gan yang berlaku

31 Kas daerah adaiah kas daerah Kabupate" f.amosir

S21 Jasa adaiah kegiatari pernennlau daerah bttrupa u'.iha dan pelayanan yang
menyebabkan parang lasiiiias atau kemanfaaian lamnya yang dapat

dmikmaii oleh orang pnbadi atau b.>dan

f> ? Mass reinbusi adaiah suatu jangka waktn teneniu yang merupakan batas
waktu bagi Wapb Reinbusi v>niuk memanfaatkar iasa dan penzman terteniu

dart pemermlah daerah yang bcrsongkulan

Surat Pemberitahuan Reir.puS' Daerah yang setanjutnya dapat disingkat

SPTRD adaiah sural yang digun,ikan oleh Wa;ih Reinbusi untuk melaiorkan
cbjek reinbusi dan Wai'b Retnbusr sebagai dasar perhitungan dan
pembavaran reinbusi yang mrpiancj menurut Peraiuran Perundang.
undangan di bidang reinbusi daerah

r Sura* Keieiapan Reiribusr Daerah Kurang Bayer Tambahao yang

setaniutnya dapa! drs»ngkat SKRDKBT adaiah surat keputusan yang
mener.lukan lambahan alas fumlah retribus: yang lelah diletapkan

36 Surat Setoran Reinbusi Daerah yang seianiutnya dismgkai SSRD adaiah
hukii pembayaran atau penvetoran re’nbusi yang t *jlah diiakukan dengan

menggunakan formul’r atau teloh diiakukan dengan cara lam He kas daerah
meiafui tempat pembayaran yang dilunjuk oJeh Gupah

S7 Surat Ketetapgn Retrihu&i Daerah. yang seianptnya dismgka. SKRD adaiah
Surat ketetapan retr-hur,i yang maneotukan besamva jumlah pokok reinbusi
yang lemlang
Surat Ketetapan Relnbus- Daerah LebiM Bayui yang selaniuinya disingkat
SKRDLB adaiah sural ketetapon rrsiubu&i yang menenlukan jumlah

keiebihan pembayaran reinbusi karoos jumlah kred't retripusi lebih besar
daripadn re1nbu > < yang temtang atai schanrsnva tidak terutang

v:j Surat Tagihan Reinbusi Daerah yang ielanjutnya disingkat STRO. adaiah
sural gntuk melakuk.Tn lagilian re nt u5' dan/niau sanksi admmrslrauf berupa

buoga dan/a^u denda



60 PcndaodOn daerah adoUU s&iuruh penerimam * d;n.‘i in y <mvj bersuml'i - -
dan pajak dat'rah re(ribu.v (laorfih dan pen* -Ticu« »?»r» i mt lain

61 Pcnenmaan Lam lain ndalah seluruM P^ nvHoaM » U < f» luar Pai>
Oaerah Cion relnbusi daeran

62 Pembinain adalah upjiyo yang dilakukun
mewu|odkan penyelenggnmon oionomi dan'.if

G3 Penyidik adalah f’ejabai Kepousian Nega* n i-YfubiiV iniinnosui atau Pejabni
Pegowai Negeri Sip«l leitonhi yang tnojn wennng HHMJ » ot«h uixteh' j
undang unluk nwlakukan penyitfikan

6i Pengawasan adalah proses kegiatan yan.;t i?ih»rMk *u untu* menjarom agar
powermtal • daerah berjalan iecara ef«s*en dan e -pn/ i.esuai deng.vi

rencana dan keienluan peraluran periindarirj.urvjarrgan
65 Pemeoksaan adalah serangkaiar. ke-giaian fro-nijhfnpun dan rnengoiah

data keteiangon ddn/atau uuki» yang d iak$an?iVar. '.'scar.j objekhl d.m
piolesionjl berdararkan suatu Slandat pemenksa tn uniuk rnengup
kepaluhan pemenuhan kew^tiban retriUis* daerah <Jan/ lUm untuk tujuan l.nn
dalam rangka melaksonakun keientuan peroturan [H’nmdcing-undanoan
retnbusi daerah

66 Penyidikan tindak pidana di didanj retnoosi zduiuh suiangkaian iindoMM
yang difokuke ^ olen Penyidrk Pegawoi Noggn Sipi! yang selanjntnya disetmt
penyidik ‘ ‘nluk mencan sfcda mengumpulkan bukti yang dengan buMi Mu

membuat t =rang tindak pidana retnbusi yang ierjadr sorta unUik menernukan

lersancikanya
67 Peozman Tt.rtemo adalah pelayanan penzinan oten Pemermtah Danrah

kepada orang pnbadi atau badan yang d^maksudkan untuk pengakrran nan
pengavvosan alas '< eg'3l3n pemanTaaian ruang. penggunaan sumbei Oiya

olam barang, prasaona sacana. atau fasilitas tedemu guna mekndungi
kepentmgan umum dan meniaga keleslanan lingkungan

66 Jalan ProiokolfUiema adalah system jarmgan jalan primer dengan pernnan

pelayanan distnbus' ba^ang dan jasa uniuk pengembangan semua wMayan

<Ji tingkai nasionab dengan menghubungkan semua smnpul jasa disinbosi
yang O&rwujud pusai-pusal kegiaian dan iuga meropakan jafan umum yang
berfungsi meiayani angkuian umum dengan tiro perjaianan jarak jouh
kecepatan raio raia sedang dan jumlah jalan masuk d»baiasi

69 Jalan Penghubur -g^sekunder adalah system ja - .ngan jaian dengan peranan
pelayanan disif 'busr barang dan jasa uniuk m^yarakal d * dalam kawasan
perkoiaan dan juga merupakan jalan umom yang becfungs* melayani

angkulan pengumpul atau pembagi dengan am perjalanan ;arak sedang
kecepatan rata -rata sedang dan jumlah |3lan masuk dibaiasi

70 Jalan Lmgkungan/Lokal adalah system jarmgan jalan yang berfung
mdayani anqkutan setempai dengan cm perjalanan jarak dekal. kecepaian

rata-rata rcndah, dan jumiah jatan masuk tidak dibaiasi clan juga merupakan

jalan umum yang bertungsi melayam angkulan lingkungan
71 Jalan Khusus/Pnbadi adalah plan yang dibangun o'eh mstansi. bodim

usaha. perseorangan atau kelompok masyarakai untuk kepemingan senom
yang belom diserahkan kepada pemennlah antara lam jalan dr kawasan
pelabuhan. jalan kehuianan jalan perkebunan jalan mspeksi pengmrart

jalan di kawassi industry jalan dr kawasan pemukimnn dan sebagatny?

•K -ii [.umurmlah uniuh
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BAB II
JEWS PAN GOLONGAN RETRlBUSf

PnsnJ 2
JenrS Relnbusi datom pe.aturnn daerah mi lerdin dar »

a Relnbusi l*m Mendmkan Bangunan
A Relnbusi <zm Tempai Pen;ual< n Mmumgn Berafkohni

RetfibuS' Izm Gangguon
d Relnbusi Izm Useha Penkanan

Pasal 3
Hetnbusi sebagaimana d*maksud daiam Pasal 2 digolongkan pada Relnbusi
Penzman Tedeniu

Bagian Kcsaiu
Retnbusi Izm Mondirifean Banyiman

Paragraf 1

Mama, Cujek dan Sobjr;k Retnbu& i

Pasal •*
l lengan nama retnbusi izm mendmkan bangunan Cipungul relribusi alas
i"-,mberian izm untuk mendmkan bangunan

PaSOI 5
‘ Obyek retnbusi iZ»n mendmkan hangt.nan adaJal' pemberi3n i£jn uriluk

mendmkan suatu bangunon
Pembenan izm sebagaimnna ciimaksud pada ayai ( l) metiputi kegiaian
pnninjauan oesam d«v’ ppmanlpu.in pciaksanaai pemba.igunannya agar
lotap sesuai denqan rpncana lekms bangunan dan rer cana laia ruang.
dtjnqan jelap mumperhaiikan Koel'Men Dasar Bangunan (K.D8) Koefisren
l uas Bangunan |KuBi KooV̂ 'v. Kelmgqian Bnngunsn (KKB) dan

pengawasan pgnggunaan Da* juupn yarm moliputi pemenksaan dalam
rangka memenuhi syarat keselamaia*’ bag< yann menempali bagunan
lersebul

( 3) Mendmkan sualu bangunan sebaqarmana dimaksud pada ayat ( 1) adalab
pelaksanaan pekerjnan sebaga* benkul
a rnendmk.an bangunan t.kuu baik sebiihag*ar rnaupuni>e*uruh.iya.
b merombak bangunan lama nark seonhagian maupun seluruhnya.
r. menamban pangun^n l^ma
d merubuhkan/membonokar bangunan

C membangun pagar
i membantjun peralaian i>ark« jai.m, s«rann niabragn/r* kreasi.
g membangun pondasi nip&m oa‘> lam-lam yang sejems,

h mernbdngun l*mbok punanar rauab i.-jmpaj m *ncuci kendaraan dan
lam-lam sejeni^nya

i melaksanakan galian unluk pc'nasangan ptpa (air gas. minyak ). kabel
(listnk. lelepon dan scicntsnya)

j rnemasa-ng tiang. menara (leiopcn hslnk. towcr /menara seMar dan
se(enisnya)

b



i Mi Tidak lermasiA obyek Hindus' sebagaimnna dimaKud pada ayai ( > )

adalab pemuenan Ijin untuk bangunan mil>k Pentenniah aiau Pemenntab
Daerab

J
Pasal 6

{1> Sobiek Retnbusi adalab orang pnbadi atau badan yang rncmperoieh
mpndifikan

( 2 ) Wa[ib retnbusi adalab o'ang pribadf atau badan yano d^wajibkao unluk
melakukan pembayarsn retnbusi lermasuk pemungu' aiau pemoiong
reinbusi i*<n mendmkan bangunan

Paragral 2
Cara Mengukur 7 »ngkat Penggunaan jasa

Pasal 7
( 1) Tingkat penggunaan jasa retnbusi »zio mendrnkan bangunan diukur dengan

iumus ang didasarkan alas lar.f bangunan. jumlah imgkai bangunan
rencana penggunaan bangunan dan |enis konstruks' sena klas<fckas'
letak/tokas^ Mian lemoat bangunan didmkan

( 2) Letak/lokasi jaian sebagaimaoa dimaksud pada ayai < H akan d'atur meiaUji

PeraJuran Bupati
(3) Faklor - faklo* sebagaimana dimaksud paoa ayai < )) dan ayai (2) diberikan

boboi { koe^sten)
(4 ) Besamya koefisien sebagaimana d*maksud pads ayai (3) dileiapkan

sebagai berikut
a, Koehsien Luas Bangunan

i N3

!
KoelesienLuas Bangunan

I 8angunan dengan luas s/d 100 m' 1.00
2 ; Bangunan dengan luas s/d 250 m' 1 SO
3 [ Bangunan dengan luas s/d 500 m ’ 2.50

Bangunan dengan luas s/d 1000 m' 3.50A

5 Bangunan dengan luas s/d 2 500 m7

6 Bangunan dengan luas s/d 3 000 m*
7 Bangunan dengan luas > 3 000 m7

4.00:
4.50
5.00

j
b, Kot lisien Tingkat Bangunan

tingkat Bangunan koVfesien '
No I

1 1 Bangunan 1 lanlai
2 i Bangunan 2 lantai
3 j Bangunan 3 lantai
4 Bangunan 4 lanlai
5 ' Bangunan 5 lanlai ke tins
6 ' rower /Menara Selular s d 02 m
7 Tower /Menara Selular s d 37 ni

8 ' Tower/Menaia Selular $ d 55 rn
9 Tower /Miinara Selulai s d U > m

to Tower/Menara Selular S d 7’ , ,i

11 ' Tower/Menara Selular lebib dan 70 ui

1.00
t.so j

. -2 — -
3.50

‘
4 00-TOO
6.00 I

Too
* Tm
Too
'io~o6

i

. J



c. Koefjsren Guna Bangunan
Guna Bangunan —- ^ -No Kocfesien

Bangunan Soraa? 0.50
? Bangunan Human
3 ' Oaogunan Fasililas Omum
4 ; Bangunan Pendidik^n
$ Bangunan Kelenibagaan / Kanior
6 Bangunan Perdagangan fi *»n Jasa
7 Bangunan indtisin

Bangunan Khusus
9 Bangunan Canpuran

1.00
1 00
‘ .00
1 50
i.OO
2.50

i "a 2 7^
3.00

d Koefisien Jenis Bangunan
Jonis Bangunan KocfesienNo

1 Pcrmpnen

2 | Semi pgrmangn

3 ""Doru/ai

o . Koefisien Kelas Jalan

Jeni* Bangunan
*i Jalan ProiokoiAilama/arUin
2 Jalan Penghu! ung/kolnkmi

• - •'!
4 1 Jaian khusus/pfif>ad'

Nc Koefesien
1 75
1 50
1 25

l Tout bangunan dilelapk.m suraJs»n> uniuk >eliup bangurpn sebesar Rp

2 000 ' kecuai' mc?n3ru seiuk*' dtfslaokan sebcsar Rp in 000 -

Paragraf 3
Prrnsip dan Sasaran Pcnctnpan Funf

Pasal 8
i ' i Pnnsip dan sasaran oaiam paneiapan i.nf KuribuSi 12m Mendmkan

Bangunan didasafkan pada lu.uan unluk rnenulup sobagian aiau sOuruh
biaya penyelenggaraan pambcn^n • »-n

n Biaya penyeienggaraan pembenon 12m stibagairana dimaksud pada byai
( i ) melipuli penerbiian dokun^en i^in. pengawas-pn dilapbngan penegakan
hokum, penaiausalvvm dan b»aya dampak neeab' dan pemberian 12m

lersebul

Paragraf 4

SluikUu dan Besaran lard

Pasal 9
Bosarnya ieinbusi i|in mendirtknn nangunan dihuong Dernasarkan hasii
pprkelian koefisien-kpefts'en snbagamiana dimaksud dalam Pasal 7 ayal (3)
huruf a huruf b. huruf c huruf d huruf r . lanf bangunan sebagaimana dirmksud
pada huruf f dan luas bangunan per meier bujur sangkar

110



I Pasal 10

Khujus untuk pemasangan pipa dan pemasangan pang (telepon. lisink

pemancar 'adio dan sebagarnya) besamya retribusr ijm menpirikan bangimnn

chlelapkan sebagai benku!
a pemasangan pipa air 0 '1 y d 4'

b pemasa >gan pipa air pi alas 4'

c pemasangan pih>a mmyak I gas

d pemasangan kabel/Kawni u sink ba^ah lanah

e pemasangan kabehKawai Listrik di alas lanah

pemasangan kaoeWawat Telepon pawah lanah

g pemasangan kabnl'Kawoi '.‘elepon di alas lanah

h pemasangan hang (lelepon. Iistnk dan lamnya)

oilefapkan sebesar
i pemasangan rnenma radio ( dihiiung beidasarkan

kehnggian menara)

700.dM*

900 -/Mf
2 000 - /M-
2.000, 'M

;

3 700. /M7

1 3S0.-/M'
2.000. IM’

Rp

Rp
Rp
Rp

Rp

Rp
I

Rp

R& 100 000 funny

Ro 20 000 - /M

Paragral 5
Saiil Rotribusi lerhtJlanrj

Pasal 11

Saai retnbusi lerutang adalpb saal d’le'apkwinya SKRO atjn dokgmen J,;im

ya ^g dioersama.an

Pa agraf 6
Masa Qnrlnkunyn i?.m

Pas.il 12

Masa izm adaiab berfaku seiamtj bang nan inasih b^rc/wi bdak bafubah ba»k

bentuk nrtaupLin luas bangunan

Paragicl 2
Sanks < dan Lnrangan

Pasal 13

11 ) Sei< ap wajiD reUrbvisi sebelum rnen- jm-’. - nangunan wajib tedebib dahuUi

memiliki izui mencsinkan bangunan

{2 } Peiar.ggaran lerbadap ketentuan sebagnunana dirnjksud d^Uim ayai l

uapat dilakukan pentriiban ol&h P^irujuriah Kabupalon Samosif

Qagian Kedua
Relribuvi Iziii Tempal Penjualan Minina,m ber.ilkohol

Parayraf 1
Mama, Objok dan SubjeV Retribusi

Pasal 14

Dengan r.ama Relribi ~? \ 1z «n Tompat Penjualrin Minijfnan linraikobol U-« t > vn > • j

fembusi alas ;asa dan fasitiias pemberian < jin pcniualan mmuman beraik^'d1

yang drienlukan oleh peme^niah daerah

n



Pasal 15
Obiek Retnbusr U,r> Tempat Peniua.’an Mmuman Jeralkohol adalah pembenon
r.'m uncuk meiakukan penjuaian mm- iman boralkohoi rl « suaiu ipmrat lertenti

Pasal 15
1 i ) Suojek reiribusi adatab orang pnbacJi aiau baoan yang memperofeh l;m

Tempat Penjualan Mmuman BeraJkohol dan Pemermtah Oaerah
( 2 ) Wajtb reinbusi adaiah prang pnbadi stau bsrtan yang diwajipkan untuk

melakukan pembayaran reinbusi lermnsuk nernungul aiau pemotong
relribusi izin tempat penjualan mingman beralkohnl

Paragral 2
Cara Mcngukur Tmgkat Porigguna.in Jasa

Pasal 17
tv^ra rnenguku' tmgkal Dengggnoyn jasa idnbysi 12m tempat p?n;ualan
mmuman beralknho. adaiah berdasarkan |«ms. tt.mpat/lokasi dan wakiu
oenjualan

Paragra* 1

°fn* s «p clan Sasar.in Pcnclapan T «inf

Pasal 18
Pnn$ip dan sasaran dai^m poneiaoan lam reinbus> «zm peniuaian mmuman
beralkohol dipasa'kan pada tujuan untuk menutup seOagian aiau seluruh btaya
nenyelengqaraan pembenan Min

Paragraf i
Sy.iral Mendapalkon l/i< * Tempat Pcnju.ilan Mjiiurusn Bcralkohof

Pasal 19
i a t betiap orang aiau baoan yang akan melakukan penjualan mmuman

beraikohoi wajib mendapatkan ijm dan Bupaii
. 21 l|in sebagaimana dimaksud oada ayat ii ) beriaku untuk |angka w;aktu 1

fsatu) Tahun
• ?, ) Setiap wajib re(nbus< untuk mendi'Pdtkdn Um Tempai Peniuaian Mmuman

Beraikohoi wajib
.1 Memouat sur. permohonan bormetcrai cukup yang a»tujukan kepada

Supab Samcsu meiafw SKPD dengan melamprrkan persyaratan
sedagai benkut
1 Sural penunjukan lanrjsunq dan sub distributor sebagsi penjual

langsung
? Rekoiaendasi dan Camat
3 SHJP dan/alau sural «|in us;ha te!ap hot?) bintang 3.4,5. aiau

surat ijin usahg restore ^ dengan lands tafam kencana dan talam
seiaka surat ifm usaha bar . pub atau klab malam.

4 Foto Copy Min gnngguan khusus mmwnan beraikohoi
5 Pas photo ukufrin x 4 subanyak 2 (dud) lembar ,

Fotocopy KlP yanrj m.isih bedaku sebanyak ? (dua) lembar.
Bykn pel mp&an pumbaysran PtfO tahun berjaisn,



b Mumbayar rembusi »7in iempai pt?n|tialan rmnuman bcfalkohol yang

diletapkan dengan suoi keielapan rc-inbusi daemh (SKRO) dan su'ai

seloran reinbusi cl 'iorch SSRO) ?ebaqw nlal byMi pembayaran

Pasal 20

( ) ) Peipanjargan izin lempai penjualan imnunwri iveialkohpl harub melengknp*
pe'syaraian dan melomptrkan sebagai benkul
a mengtsi Suf ?i PembeniahiMn Re!nbu;;< Oaerab (SPIRO),

b sed/fikaf mn asli uniuk dilegalisir ;ebaQ3i tanda Sudan ttaiaftcir ufang

c loio copy KTP yang masih berlaku vebaoyak 2 {dusi lumbar ,

d bukli pelunasan pembayaran PBB lahun berjaUm

t su'al Keierangan dan Kepala DesaflLurah bnhwa kegiatan nvisih

berlangsung yang rkkeiahu* Carnal
(2) Mcmbdyar relnbus* inn tempal penjudlan fr>mum<in beralkohol yang

d< tetapkan aenyan Sur &i Keielapan Retnbusi Daeiah (SKRO) dan Sural

Sei< >ran Reinbusi Daorah (SSRD) sobagai alai bukli pembayaran

,
1

Paragraf 5
Strukiuf dan Sesarnya TariC

Posal 21

Siruklur hesarnya (anf Reinbusi Izin lempal Penjuaian Minijman Beralkohol

d'leiapkan sebagar beukui

a On[pk minuman beralkohol golongan B dan C dimmum di

lempat oeniualan
1 Holel Beroiniang 3 4 dsn 5 sebesa*
2 Resioran dengan landa lalam kencana dan selaka sebesar Rp 400 000

Rp 375.000
Rp 300 000 -

I

Rp 600 000

3 8c P u b dan Club malam dan sejems sebesar

4 Tempat lertentu yang dn^mkgn oleb Kepala Daerah

b Uniuk mmuman beralkohol uniuk dijual secara eceran daiam

kemasan
Rp 200 000
Rp 200 000

l Di loko sebesa*
1 Di Pass' swalavan dan se[enisnya sebesar

Paragraf 6
Masa Reiribusi dan Saat Retnhusi Terhulang

Pasai 22

Masa Retnbusi Uio Tempai Penjuaian Minuman Beralkohol adalah i ( s.iiu*

Tahun

Pasal 23

Saal relnbusi terutang adaiah saa: dneiapkannya SKRO aian dokumcn i.m
yang diperspmakan

Saginn Keliga
Reinbusi Izm Gangguan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Reiribusi

v?



Pasa l 24
Dengan nama Retribusr Izrn Gangguan dipungut rctnbusi sebagai pembayaran
atas pelayanan pemberran izm gangguan untuk tempat usaha yang dapat
menimbulkan bdhaya kerugian dan gangguan masyarakal serla keJesianan
imgkungan

Pasal 25

< l > Objek Retnbusc izin Gangguan adaiah pembenan < z \ n temper

•jsaha/kegiatan kcDada orang pnbadi atau badan yang dapal menrmbulkan
ancampn bahaya ke^ugian dan/aiau gangguan. termasu* pengawasan dan
pengendalian kegialan ur.aha secara terus-menerus untuk rnencegati
tenadinya gangguan keiediban keseiamatan atau kesehatan umum,

niymeiihara keieniban lingkangan. dan mcinenuhc norma keselamatan dan
kesebaian kega

( 2 Trda* termastik objek Retnbus' sebagaimana dunaksud pada ayal ft )

adalab lempat usaha/kepirtian yang lelah diieniukan oieh Pemermtah atau
Pemennlah Dacrah

( 3 ' Pembenan tzm melipul' keginlan pt.mniauan lapanqan agar usaha yang
lilakukan lelap sesuoi denijan keien’.uan amdai dan Peroturan Perundang -

undanpan yang berlaku soda tidak rnemmbulkan Papaya kerugian dan
uanaai/an masvarakat st'Ma kr*«psiaua » imnk'.mqan

Pasal 26
Subjek Heinous* ada>ab orang p. .oadi at HJ ’ ad?” ) ji g memperoieh i<nn
nangguan dan Pemennlan Dao.ah

Paragraf 2
Xc 'ontuan :ri dnn Syarat Pcngajuan Pcrmohonnn

Pasal ?7
M Snliap orang atau badan yang mcndmknn Atau metnperluas tempat

usa^anya <ji lokasi lertrjnfu yang d/ipal memmbulkan bahaya kerugian dan
qangguan hdak lermasuk tempat usaha yang 'okasmva telah ditunjuk oieb
Pemenniafl Pusal dan Pemenniab Paerah. diwai.bkan memiliki Izr
Gangguan

I2.I Bagi seliap orang atau badan yang akar, mendtnkan. mumperluas aiou
mendaflarkan ulang dimana usananya berpotens' limbab penr.err-aran
diwajibkan melengkap' d^ngan Anaksa Mengenai Dampjk Lingkur.gan dan
uniuk non limbab batvan beracun. beroabaya wa;ib melengkapi
dokumcnnya dengan Upaya Pengelolian Lingkungan (UKL) dan Upaya

Pemantauan Lmgkungan (UPl )

Pasar 2 H
i > Syarai- syarai dan taia cara pengajuan permononan izm berdasirkan

Undang-Undang Gangguan (UUG) bagi perorangan diatur lebih lanjul
dengan Peraluran Bupat >

( 2\ Syaral-syarat dan tala cara pengajuan permohonan izm berda »arkan
Undang-Undang Gangguan (UUG) bagi perusnhaan-perusahaan yang
berlokasi di luar kawasan mdur4r > mengikuli kelenluan Peraturnn Menten
Datam Negeri Nornor 7 Tabun 1903 rcnt;.ng lz«n Mendmkan Banjunan dan
Izm Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan.

\
'i ) Masa lz »n adal3h selama i (satu) Tahun

A



Paragraf 4
Cara Mengukuf Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 29
(!) Tingkat penggunaan jasa «4>n gangguan diukur dengan njmus yang

didasa^kan atas laklor lard lingkungan. indeks loka$>. »ndeks gangguan

luas ruang lempal u &a^a dan Indeks Jenis Usaha yang diberikan dengan

bobol fkoefisien)

( 2 ) Kbusus uniuk perusahaan jasa konslruksi. indeks Jen^ s Usaba lidak

cMelapkan dalam bentuk koefrsien teiapi ditelapkan dengan harga konsian

berdasarkan ien»s usaha jasa konslruks* sebagai benkol

a Besar
b Menengah
c Kecii

Rp.' 3.500 000 -
Rp 2 500 000
Rp 1.500 000.’

Paragraf 5
Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Siruktur

dan Besarnya Tan! Retribusi

Pasal 30

{ I ) Prrn^ip dan sasaran dalam peneiapan tanf 14m gangguan didasarkan paca

luiuan untuk menutup sebagian atau selufub biaya penyelenggaraan

pemtv>nan urn sersebul

( 2 ) Biaya pen /el *nggaraan pembenan izin sebagdtmana dimaksud pada ayai

( l) meiip-.Hi penerb'tan doktimen izm pengawasan di lapangan, penegakan

bukun> penaiaosabaan dan b'aya dampak negalif dan pembenan izin

lersebu*

Pasal 31

( il Struklur dan besarnya lanf Relnbusi Izm Gjmgguan adatah sebagai bfifktii

a Lmcjkungan Incus!ri

1 Luas 25 M*' ke bawah besa1- laninva

2 Luas 26 s/d '00 MJ
.i Luas 101 M:> 500 M‘

4 Luas 501 s/d 1 00" M /

$ Luas > OOi hfai.iR
b l.ingkunrjan PeRokonn < j.in Pas-ar

1 Luas 25 M'kf bawab bosai ' v ' iv.i
2 Luas 26 sM 100 M

3 Loas 101 M' 500 M-
<! Luas 501 S/d 1 >00 MJ
5 Luas 1001 keatas

c Licakiinoan Pprouriangun
1 Luas 25 M1 ku n<>v:. h ues.i Ijntn/a

2 Luas 26 s/d 100 M'
3 Luns 101 M2 500 M'
l Luas SOI s.'d 1 000 fvV. Luas 10CU kenlas

Rf).2 J.i" /M

Rp 2 250 /k-
lip .! / ' ,! ) /M
Rp 3 ?MJ IV
Rp ') 75/1 »M

Rp 2 'M
Rp 2 500 'M
Rp 3 OOi IV

Rp 3 500 /M
Rp 4 000 -/M

Rp 2 500 /M
Rp 2 750 7M
JRp 3 25" lt.1
Rp 3 75< > /M
Rp 4 250 IM'

f5



<3 Lmgkunqan Peimyiiim^n/SosW'
1 Luas 25 M' ke bawah bosar tantnya

Luas 26 s><3 100 M'

Luas 101 M2 500 W
4 Luas 501 s/d 1 000 M’
6 Luas 10D 1 kcoias

fj Lmgkungan Pmkanioran
I Luas 2 b M' k <> fcawah besar tan nya
? Luas 26 s/d > 00 M
3 Luas 101 M2 500 M

Luas 501 s-’cli OOO M'

' • Lu3' '00' kealas

Rp 2 750. It*’Rp 3 0O0.-/M2

Rp 3 500 JM;

Rp a 000.- /M
Rp 4 SOf .- ZM'
Rp 3 00G.- /M1

Rp 3 2S0.-/M:
Rp 3 750.-/M7

Rp 4 250.-/,'/’
Rp 4 750 /M‘

[ 2 ; Bcsamya reUibusi ' jin gangguan dihitung dengun mengqunakon rumus
sebagai benku:

RIG { TL X IL x 1G x IJ x LKTlJl
Re'nbusi Izm Gangguan ada'in |urn .id bia,a retnbus' pembenan
i2io gangauan yang hams d<baya/kun kepada Pemermtah
Oaerah
Tanf Lmgkungan adalab besamya pungutan por M‘ dan luas
ruang usaha yang m^lipuii aangunan lortntup rnauppn terbuka
sesuaj dengan kcmdisi 'mgkung.-.n
Indoks i.ok asi adalan angka .ndeks vang didasarkgn pada
Jo/ as '/kiasif 'kas' taian lenqan patarneto >

a Penggunaan Perairan Danau Taba
b Jglan LUaM'iti/ProloVoJ.'adcn dengan mtrji

c Jalap Sekunder/Penghubung clengan oiiai
d Jalan lokal/Jalan Lmgkungan dengnn mla«
e Jalan Khusus/pubad'
indeks Gangguan adafah angka indeks besar kecilnya gangguan
y^; Ji'rmtuJk * oieb kc*giatdi‘i usaha dengsn parameter
a Gangguan Besar (inductri Larmasi. Indusm

P-sdambangun. indusln Penkanan) dan jenis lamnya
dengan mlai

d Gangguan Menengah (Kontraklor Leveransir,
Perdagangan) dan jenis lamnya dengan mlai

c Gangguan Keol (home mdjsin dan kerajman tangan)
dan jenis lamnya dengan mlai

Luas Ruang Terr.pat Usaba
Indeks Jems Usaba dengan parameter
a Jasa keuangan dan usaha lam sejems
h Industry dan usaha lam seiems
f. Perdagangan dan Gudang dan usaha lam seiems
C Usaha Panwisata dan usuha lam seiems
e Agrob»snis/Pn.'ianian/Penkanan/Peiernakan dan usaha

lam sejems

i Kelenagakerjaan dun usaba l;un seic-nis

RIG

TL

II

d

3
2

1.5
1

IG

3

2

\
IRTU
IJ

d

3
2

I 5

l 2S
1

\b



Paregrof 6
Musa RelriUusi dan Wilayah Pernungulanj

Pasjl 32
Masa Reldbnsi inn Ganyguan sdalah i ;saluj isfion

Pasal 33
Pelnbusi yang lerulang dipungut di wilavar. daefjn ipmpal inn ganggnai '
dibenkan|

Bagurn KeCmpai
Reuibusi Izin Usaha P<>nk,in.:<.i

Paragraf 1
N;ima Qbjok dan Subjek Ronibu$i

34
Oengan name Retnbusi 1*in Us ha Pe^k mar. 'jipunnui Ketrihusi alas jasa clan
fcs'iilss yang disediakan oieh pemennuih d.iemh

Pasat 35
Mi Of ]<?k l ejfibusi Iztn IJsaha Perikaran adeteh ppmbeunn i'm kepade orenu

pnbadi alau oadan uniuk me-'aktjkan keamtan usaha penengkapan dan
pembudidayaan ikan

< ?. ) Dikpcuaiikan dan nenyCT^iein retnbus* lzm Usana Pcnkanan sebaganruo .
dJmaksucJ ayai ( 1) adaiao bagi nelayan kecii ^nn/ataiJ nembodidsya ik«m

keel

Poiial 36

Subjek rembusi adalah orang pnbncli aiau bndart yang mend/nkan us.di.i
peiikan^r.

Par agreI 2
Tala Car.i Pen /.man Usaha Peciknnan

Pasdl 37
Tata cara rnendepatkan iz »n Usaha Penkanan adalah sebaga' benkul
a Men^ajuknn Sur «' t Permohonan Izin dengan materai ci.tkup yang dilunj^ an

kepada Bupati melafu' SKPD dengan melampirkan
1 Pas Photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar
7 Foto Copy KTP yang mas«h berlaku sebanyak 2 lembar
3 Foto Copy Akie De*vJinan Perusahaan bagi yang berstatus bailin'

usaha.

4 Folo Copy NPWP sebanyak 2 Lemper

5 Folo Copy Surat Alas Hak Alas Tanah uniuk S >UP Budidaya.
6 Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah seiempal

7 Rekomendasi tekms dan SKPD Tekms Kabupeten Samnsir,
8 lands lunas pembayaran Paiak Bumi dan Bangunan

b Mengisi Sura; Tnnda Bukti Pembayaran Retnbusi Daerah (STGPRD)

Paragraf 3
Lokasi Penanykapan dan Sagan



Pasal 38
( i ) Lokasi penangkapan ikan pnra-pora adalan pada daorah zonase

penkanan yang drtelapkan oteh Bupatr acngan & /a*at sebagar berrkui
a J3rak dan Dant3' minimal 50 meter dan maksimal 100 meler dan POSISI

mengikuli aJur garis panta

b Oilaran'- menempatkon bagan pora -pora pi areal muara sungai daiam
radios 500 meler dan muara r.ungoi

C Jarak antar Bagan penangkapan mmuivl SO meter ,

d DiEarang menangkap 'Kan pora-pora diahran sungai

( 21 Trdak boleh mengganggu jalur perhubungan kawasan pantaj panwrsaia

flan pc-nqqima.-,n pftaimn lArnnya

P.t r.igraf 4

AI.> ( Tangkap dan Syarat Tekjus yang Oiperbolchkan

Pasal 39
Al3i langkap penkartan yang diperbolehkan d' Danau Toba adalah
Pancing. Jarmg insang (Dotonj Bobu Ja-'a. Suiangai dan Bagan Pora-
Pora
Ukuran atal tangkap yang dipert>olf?hkan adalab
j Pancing
t > Janng tnsany
c Bobu
a Jala
e Sular.gai/Anco
r Bagan Pora-pora dengan ukuran luas maksimal 225 M'

Bagan pora-pora harus mempnuhi syarai tekms sebagai berikui
a Ukufan mata janng minimal 1 rfichi.
o Jarak dan pantai minimal 50 meter dan maksrmal 100 meier.

e Jarak antar Bagan minimal 50 meter ,

d Penggunaan grus tistrik maksimaf t 000 wad dengan persyarata.n
msiaiast harus memperoien rekomendas' dan PT PLN

c Penggunaan bagan pora-uora bams patio zona penkanan yang sudah
dilentukan dan ditetapkan dengan Pcroturan Cupati

( M

i s *
Semua Ukuran
Minimal 1 Inn

Kerapaian minimal i 5 cm
Minimal 1 mci

Semua ukuran

131

Paragraf s
Alat Toncjkap yang Yidak DIPORDOLEHKJII

Pasal 40
Aiat langK.ap pnnkanan yang tufnk rJ»perboJehkan adalan pukar irawi,
luring kantong. bahan kirma. ti.ihan pciedak atel lislnk
Alat langkap penkanan vang digunakan harus herein teknologi rainah
Imgkungan serta dapot m^maga keieslanan popvila? » >kan

i )

• 2)

Parayraf 6
Ukuran lk ? n yang Boleh Dilanykap

Pasal 41

bel<Din tkan fucab (omhursakl rJJavang menangkao anak - onak air

towar untuV lujuan komeivt aan/aiau konsuny

Anak-anak ik.an air tawar sebaqaimana dmuKsnd pada ayai O) adalal
yang beujkuran dibawah 0 cm

•. t

\ J



Paragraf 7
Crra nnjngukur Tiogkal Pcnggunoan jrtSO

Pasal 4?
Cora mpngykiH pen'igunaan jasa izin usaha p&ikunan rtukur btrdasaiknn luas are.il «1A»I

jangka waktu

Parayraf 8
Pnr>s >p dan Sasnran daIsm PeneUipan Siruktur

dan Besarnya Tarif

Pasal 43
Pnnsipdan sasaran dafam penelapan struktur dan besarnya tanf uniuk menulup

sebag^an atau stluruh biaya pembrnaan. pengaluran pengendalian
pengawasan (erhadap usaha penkanan

Paragraf 9
Slrukiur dan 3cssrnya Tanf Reinbusi

Pasal 44

Struktur dan besarnya tanf reinbusi adalah sebaga' berikul
a iim Usaha Penkanan uniuk usaha pembudidayaan >kan duetapkan pi>r

tahun sebagai benkut
\ Usana Pembudidayaan ikon dengan Keramba lancap

dan Kerarnba Janng Apung df perairan umum
? Usaha Pembudidayaan ikan di Air Deras
3 Usaha pembenihan Ikan dengan kppa$rias ( ' xtuks'

sampai dengon 1 jufa ekcv
a Usaha pembeniiian Ikan dengan kapas'ins pioduksi

diatas i juta ekor

Rp ? 000 fM

Soo ns«P

Rp 300 000 'lJr '
Rp 750 000 a Jr. *

D Besarnya Reinbusi Usaha penangkapan Ikan dengan Dagan langk.ip
3 000 fmRPdireiaokan sebesar

Paragral 10
Mass Reinbusi dan Wilayah Pemungutan

Pasal 45
Wasa Reinbusi Um Usaha Ponkanan adalah \ ( salu) lahun

Pasill46
RoInhuS' yang i^r 'Ang dipunQiil di wilayjih daerah lump.ndilff &ilkannya i.w1

BAB IJI
IMSbNTlF PEMUNGUTAN

Pa5al 47
Instansi yang melaksanakan pemunguian reinbusi dapal diben msenuf

alas dasar per capaian kirterja lerteniu
Pemberran msertif sebagaimana dimaksud padn aya? fl ) 0iietapk«vt

melaiui Anggarnn Pendapatan dan BeUmja Oaergh

Tala cara pembenan dan pemanfaatan msuntif souagamnana d»moksu» J

pada aval Mi diaim itengan Peraturan Bupau d« *ngan mempedornam

Poraturan Pemenniah

< U

( 2)

( 3 )

-



BAB IV
S / JKSI AOMINISTRASI

* '3sal 48

Qalam hal Wajib Retnbusi h'Vtk memoayar lepai pada wakiunya atau kurang

mombayar , ctikenakan sanksi adnumstrasi berupa bunga sebesar 2% (dua

sen) setiap bu'an dan retnbus* yang ten/tang alau ki/rang dibayar dan drtagih

dcngan menggunakan STRD

«AB V
TATA CARA PEMOAYARAN

Pasal 49
Retnbusi dipungul dengan menqgunakan $KRD apau doknmen lam yang

d'persamakan

Dokumen lam yang dipersamakon sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )

dapa* berupa karcis. kupon dan/alai kartu langganan
Wâ ib Retnbusi membayar tunas retnbusi terutang pada saat SKRD atau

cJokumen lam yang dipersamakan diierbiikan

WajiO retubusi rnelgkukon pembayaran alau penv^loran relnbusr yang
lefutang ke Kas Daerah atau lempat pembayaian lam yang daeiapk in

ofeh Bupat* dengan menqgunakan S5RO
SSRQ diberikan kepada Wajio Rutnbusi sebagai tanda bukt > pernbayaran

atag penyelcxan retribuSi
Apabiia berdasarkan has»i pemenksaan dan u-iemukan data baru dan/atau

data yang semua beium lorungkarv > ai j menyetabkan penambaha 1

I'.imlaft retubusi yang terhujanq maka dikeiuarkan STKD
Ketenluan lobih laniut mengenai hentuk >si serla lata cara penerbitan dan

penyarnpaian SKRD atan dokumen lamnya yang dipersamakan, 5 TRD
dan SSRD sebpgaimana dimaksud pnrti aval ( t ). (2) (5) dan iS) dialur

dengan Peraturan Bupati

Keientuan lebih laniut mengenai tab •:;?ra pontfjayaran penyeloran dan

tempai pernbayaran retnbusi diftiur dengan Peraturan Bup.iti

( i t

1? )

(3)

a

nv i

BAQ Vi
TATA CARA PENAGIMAN

PasaI SO
Memouat sural leguran stag surat pc mgalaii alau Surat lam yang sejenis

sebagai awat tmdaknn pelaksanaan penagiiun retnbusi yang diketuarkan

setetah 7 (lujuh) han sojrjk latuli tempo pernbayaran

Penagiban iangka waktu 7 (luiuh) ban .eleiaii langgal sural leguran aiau

penngalan atau sura? lam yang sejems disampaik.m Wajib Retnbusi hams

metuna&i reinbusmya yang lorqlang

Surat teguran aiou surat oenngatan oiau surat lain yang $p|enis

sebagamiana dimaksud pada aval O ) dikeluarkan oleh Bupaii atau peiabat

vang dihunjuk

BAB VII
TATA CARA PEINGUKANGAN. KfcRINGANAN.

PEM9EBASAN DAN PEMB AT ALAN RETRIBUSI



Pasal 51
Bupalf dapat membenkan pengurangan. kennganan pembebasan a* 1 '
pembaialan rewbusi
Tata C3' a pembenan pengurangan kennganan pembebssan <Ja«

pembaialan reJribur,» scoagaimana dimaksud ayat nj d^ telapkan dc> "W
Peraturan ftupab

I
n )

(2 )

I
9AB VIII

KEDALUWARSA

Pasal 52
Hak uniuk meiskukan penagihan Remousi menfapj kedaluwarsa scieirVi
melampau‘ waktu 3 ( tiqa> lanun le/tiMung sejak saat tu'utangnya RembuM
kecual' jika Wapb Retnbusi melakukan tmdak pidana d« b»oang Reuibus*
Kt daluwars3 penagihan Reinbust sebagaimana dimaksud p3da ayal i ' i
tenangguh|»ka
a diierbilkan Soiai Tequ/an. alau
b ads penyakuan utang Retnbu&i dan Wajib Rrznbu&i baik lanqs-u^ j

iwufxrn lidak Ling&ung
Dalam hal diterbitkan S> >rai Teguran sebagaimana d-mawr.ud pada ay.it ( / j

hucof a, kedaluwaisa pcnagihan dihiiung sejak langgai ditenmanya Sum;

Tegufan lersebut
Peng3kuan utt. ig Rekibusi secara langsung f.obagamiona dimaksud pud.i
aval s ?.\ huruf b adalab Wajib Reinbus* dengan kesador^nnya menyafuk.-in
rnasib merr punya« tiling ReWihii'v rton rnciunamnya kopan i

Pemenniah Daernh
Pengakuan utgng Retnbp^i secnra uda* lyny.swng ••ebayaimana dif»i,ifc «u ••i
dado ayal (?) huruf b dap?’ riikewiiu* dan p^ngapjan permohon.i -
angsuran atai> penund? an pembayar.iii iJar. p g i n n k e b u r a t a n '*•
Wajib Relnbusi

( ' )

< 2 )

( 3)

( S I

Pasal 53
Piulang RelfiOuS1 yang tidak rrijiiykin GiUiyih l.ig« *• :*rr.‘na h.v uni J1

melakukan penagihan sudnh v.edaiuwar ^.a dapat mhapuskan
Bupati menctapkan Keputusan Penqhajw&an P- . lang Rotnbusi yang

sudah kodaluwarsa sebaaaimana dimaksud padu ayat ( 1 )

Tal3 cara penghapusan piuiang lelobusi yang suifah kedaluwarsa doim
dengaci Peralursn Bupati

n

(2 )

(3)

BAB IX
PEM0UKUAW DAN PCMERIKSAAN

Pas<»l 54
Qupad bei\w'inang melakukan peme'-.ksaan jnuik menguji kepaluiian

p^menuhan kewapban relrtbusi dais - rangka 'neiak &anakan peraluian

perundang-undangan rplnbusi

Wajio Relribusi yang diperik$a wajib
a mernperlihaikan dan/atau nionuniamk^i buku atau cataldn, dokumen

yang menjadi dasamya dan dokumeh lam yang t>erhubungan dengan

objek retribusi yang terulanc

( D

m

n>



i
b membenkan kescmpnian ur.mk mcrr,a&uki tempal atru ruangan yang

dianggap pertu dan membenkan Lantuan guna kelancaran
pemeriksaan dan/alay

c memberikan keteranoan yang diperijkar

Ketentuan lebih lanfjl mengcnai t<i!a earn pemenksaan retnbusi diaiur
dengan Pe'aturan Bupati

BAB X
PERUBAHAN 7ARIF RETRI&US'

Pasal 55
Tanf retr<bus« ditrnjau kernbali pal.-nc lamp 3 (tiga ) tahun sekali dengan

memperhaiikan indck $ harqa dan perkembar .gan pe<ekonomian

Peneiapan perubaban tanf reinbysi drte’apkan dengan Peraturan Bupati

P )

< 2 i

BAB XI
PERAN MASVAR AKAT

P £3i» 3 ( $ t>

Dalam sei« 3P tabapan nan wa .tu penyeienggaraan penzman, mus/arakat

berhak mendapatkan aks.es mforrnasi d<m akses parlisipasi

Akses informasi sebagaiman^ dimaksud pada ayat p) mehputi

a tabapan dan waktu dalam proses penqambj.an keputusan p?mbenan

izm. da*"

b rencana kegiatan dan/alan usaba dan peikirnan dampiknya lerhadap

Irngkangan dan masyaraknt

Aks.es pafttsipasi sebagaunann g-maksud pada ayat 11) mehputi pengajuan

pengaduan alas keberatan atau pelanqgaron penzman dan/atau kerugian

akibat keqiatan dan/atau usaha

Pembenan akses partisipasr sebaga.ma - ia dimpksud pada ayat (3)

dibenkan muiai dan proses oembenan penzman atau setelah penzman

dikeluarkan
Pengaduan sebagaimana d'maksud p^da ayat (3) hanya ditenma jika

berdasa'kan pada fakia alas ada atau 1 daknya gangguan yang

ditimbutkan kegiatan usaha sebagami3na diaiur

Keieniuan pengajuan alas keberalan atau peianggaran sebagarmana

dimaksud pada aya! ( 3) berdasarkan keienluan peroturan perundang-

undangan

•J)

(? )

:• ,

• 4|

<Sj

BAB XII
PF.MBJNAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57
{ * .- Bupati berkewanban metekukan pernbmaan termasuk melipun

pengembangan sislnm tokr.nloni r.umber days manusr? dan jaringan

kega
(,‘ j Dalam rneiaksanakan pernbmaan sebagimana dimaksud pada ayat ( l)

Bupati rioPfit mcndt.-iegas'kan kepoda pejabat atau SKPD yang di'untuk

sesuai denga^ lugas pokok dan lungsmya

.V'V



P$mbir>e?» 1 scbAyaimnna rhriu pada «v «“ i ' tesuai k « tn.r -.ir ,

daerah yanp melaliji

a koordmos' 5»0c/ir *il/irrk^la

b pembenan bimbingan supervise onsuUriM
C pen^icJikan Irt1ih;uj pciMag wgi.n iKiii

d peiencanaar peneMtnn. pfingemp.ingnn wiii,iril(Hi<Ki dsn crv *ini- <

pelyksynaan pelaydrifin perizrnan

( J )

Pa!ii.il 56

Penyawasan dilaksarifikari tijrhfiu. jp pcosea iiumbenan nm d m

pofaksanaan n>n
Pengawasan rerftaoap proses perntH>n« >n IZ > JJ >ec;ua fungsronal diPakuk.v
oleh SKPf;yang Ingas (Ian langgunq i.iwatkiyj di b*diir»g peng.iwasan

PenQ^wesan terhadnp pelaksanaau rjii^kiAnn nigh SKPD lekm:.
C irr al dan Salufln Pohsi \ ‘among Praja

0}

7 )

( 3)

DAB XIII
KETiiNlUAN PIDANA

Pasal 56
Wajib fifinhirs. - ang lidak iTM>uiksa«3k:ui t •"/.ai'twmya sohmn ,-i
merugikan keuangnn daerah oiani; im pidma kurungain paling lorna \

(srga) buf«n atau denda paling brnyak ') kal» n»mlyh relnbur.i ten /lang

Peianggferun sebagaimana dimaksud rialam ayat ( i ) atialah tmdak pid.in.t

polar jgaftH '
Denda sebayaimana dmiaksud dalarn ^yat 0) inerupakan pene^ma.M ,

negara

( 1 )

0)

P)

BAB XIV
PENVIOIKAN

Pasal 60

Pejabai Pegawai Negen Sipil ledeniu d< lingkungan pemenntah dacron

diben wev^erang KhnsoS sebagai penyidik unluk melakukan penyid<knn

dndak pidana di bidang perpatakan daerah atau relnbusi sebagairnan.i
dimaksud da'am Undang - Undang Nornor 8 Tahun 1981 lentang Hukimi

Acara Pidana
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayai ( l) adsiah

menerima. mencan mengumpulkan dan rmenelib kelerangan aiau

laporan berkenaan dengan imdak pidana di bidang retribusi daerah

agar keterangan atau laporan lersebut msnjad> lengkap dan jelas

menelik mencan dan mengumpulkan kelerangan tersebut menjad*
lengkap dan jetes mengenai orang pnbadr atau badan lentang

kebenargn perbuotan yang dilakukan sehybungan dengan lindak

pidana di bidang retribusi daerah, ,

memmia keierangan dan bahan bukli dan orang pribadi alau badan

sehubungan dengan tmdak pidana d> bidang reinbust daerah,

memenksa buku- buku caiatan dan dokumen lam berkenaan dengan

indak pidana di bidang retribusi daerah.

0 )

( 2 )

a

b

c

d



4
e meiaKukan penggeledahan uniuk mendapjtkan bahan bukii

pembukuan. penc3tafan dan dokumon-dokumen lain serta melakukan
penyitaan tcrhadap bahan bukii tersebul.

f meminta bantu?.i tenaga ahli dalara rangka pelaksanaan Jugas
peyidikan tindak pidana di birtang reinbusi daerah,

g menyuruh berhenti, melarang seseorang menmggalkan ruang^n alau

tempal pada saa? pemenksaan scdang herlangsung dan memenksa

•dentrtas orang danfatgu dokumen yang clibawa sebagaimana pada

huruf C

h memotrel seseorang yang berkaUan dengan tmdak pidana retnbusi

daerah
mempnggil prang uniuk mendengarkan kcierangannya dan dipenksa

sebagai lersangka atau saksi
menghenlikan penyidikan

k melakukan tindakan lam yang peflu uniuk kefancaran penyidikan

{ 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayai ( 1 ) membentahukan dimana

dimulamya penyidikan dan penyampaiao hasil penyidikannya kepada

penuniui umurn “ esuai rienqan keteniuan yang diatur di dalam Undang-
Undanq Nomor 8 Tahun 1981 tentang Huki.im acara P'dana

1

BA8 XV
KET^MTUAN PERAUHAN

Pasnl 61

Dungan periakt.nya Peraturau Daerah mi maka

Pemiuran Daerah Kabupaten Samos«r Nomor ft fahun 2005 tentang

Retribusi tzm Mendirikan Bangunan

Fpraiuran Daer^n Kabupaten Samomr Nomor ° Tahun 2005 leniang

Rmripusi lz«n Usaha Industn. Perdagangan, Gudong drn Tanda Daftar

Perusahaan.
Peratui'an Daerah Kabupnten Sumosir Nomor 17 Tahun 2005 lenraoq

Retribusi Izm Tempat Penjunlan Imuman Beralkohol

Peraturan Daerah Kabupalen Samosir Nomor 1S Tahun 2005 tentang

Retribusi Pemanfaatan Kayo pada Tanah Milik.
Peraiuran Daerah Kabupaten Samosrr Nomor 22 Tahun 2006 tentang

RetnbuSi Jzm Gangguan,

Peoturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 200 ? tentang

Retribusi izm Usaha Perbengkelcn K *?nderaan Bermotor.
Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor A Tanup 2007 tentang

Retribusi Izm Pembuangan Limbah Cyir

Peiaturar Daerah Kabupaten Samosir Nnnor 6 Tahun 2007 tentang

Retribus1 izm Usaha Membuka Kolam pcrnbenrhan tkari Kolam Air Deras.
Koiam Air tenang Keramba Jarmn Apung dan Keramba.
Peraturari Daerah Kabupaion Samnsn Nomor 9 Tahun 2007 leniang

RetnbuS' Izin Menggali Kerangka dan Memrkarnkannya kembali.

Peraturan Daerah Kabupatrn SampSif Nomor 10 Tanur 2007 tentang Izm

Usaha Pedambangan Bahan Galon Goipngon C
Peratnran Daerah Kabupaien Samonir Nomor 12 Tahun 2007 tentrog

Pembenan Izm Usah-n Jasa Konsiruky

a

h

i.l

f t

r

i;

i,

t



Perai*war. Oner ah Knbupaien Somasir Momor 13 T^hun ?007 temanij i4*m

Usaha Pengqilmgan Parii Huller. Penyosohan (tar as dan aial Mcv *
Pedaman

m P^aioi'an Daerah Kabnpaien Samosif Nomo' 14 Tfihun 2007 lcnranq

ReUiDusi i4«n Us^ha Rekreasi dan Hiburan Umum.
n Peraturan Daerah Kabupalen Samosir Nomor 6 Tainm 2007 lenlantj 1/ « r

Usaha Anykutgn Sunga< Oanau dan Penyebcrangan
dmyaiakan cJicabui dan lidak berlaku

BAS XV!
KEfENTUAN PENUTUP

Pas aI 62

Hai-hai yang beluri diaiur daiam peraiuran daerah «m sepanjang mengen.n
pelaksanaannya okan (hatui kemudian dalarn Peraturan Uupai

Pasal 63
Peraluran Daerah mi mula* berlaku sejak langgaJ diundamjknn

Agar setiap orang mengelahumya. memenntahkan pengundanq-m
Peraiuran Daerah mi dengan penempaiannya dalarn Lembaran Oaerah
Kabupaien Samosir

Diieiapkan d» Pangururan
pada langgal 27 Deserriber 20 ^ i

BUPATI SAMOSIR,

Cap/Oto

MANGINOAR SIMBOLON

Oiundangkan rti Pang jruran

pada langgal 27 December 2011
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Ir. HATORANGAN SIMARMATA
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